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ABSTRAK 

 

Salah satu bentuk tanggung jawab notaris adalah berkaitan dengan protokol notaris yaitu 

kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga oleh notaris 

yang menjadi kewajiban notaris, karena didalam protokol notaris terdapat dokumen-dokumen 

antara lain minuta akta, sebagai alat bukti yang sempurna agar tercapai kepastian hukum. Untuk 

itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang : 1. Bagaimana pelaksanaan 

penyerahan prokol notaris yang meninggal dunia di Kab Padang Pariaman Pariaman 2. 

Bagaimana hambatan serta kendala dalam pelaksanaan penyerahan prototkol notaris yang 

meninggal dunia di Kab Padang Pariaman serta upaya mengatasinya. Dalam penulisan ini 

digunakan penelitian hukum Yuridis Empiris (sociolegal research). Pendekatan Yuridis 

digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang–undangan berkaitan dengan 

permasalahan diatas, Sedangkan Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum 

dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Implementasi penyerahan 

protokol notaris diawali dengan pemberitahuan tentang adanya notaris yang meninggal dunia 

oleh ahli waris kepada MPD Kabupaten Padang Pariaman, dan kemudian MPD menunjuk 

notaris penerima protokol untuk kemudian diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM RI 

untuk menerbitkan keputusan menteri sebagai dasar legalitas pemegang protokol.  Dalam 

praktek ditemukan banyak kendala dalam hal penyerahan protokol yang meninggal dunia. 
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IMPLEMENTATION OF DELIVERY OF PROTOCOL OF THE DEAD 

NOTARY TO THE REGIONAL ASSEMBLY OF SUPERVISORY 



 

 

BASED ON THE LAW CONCERNING THE POSITION OF CASE 

STUDY NOTARY IN PADANG PARIAMAN REGENCY 

  

(Junaldi Ihsan, BP Number. 1920123054, Notary Masters Program, Faculty of Law, Andalas 

University, Number of Pages: 90) 

  

ABSTRACT 

  

One form of responsibility of a notary is related to a notary's protocol, namely a collection of 

documents which are state archives that must be kept and guarded by a notary who is a notary's 

obligation, because in the notary's protocol there are documents including minuta deed, as 

perfect evidence in order to achieve legal certainty. For this reason, this study aims to provide 

an explanation of: 1. How is the implementation of the submission of protocols for notaries 

who died in Padang Pariaman Regency, 2. What are the obstacles and obstacles in 

implementing the submission of protocols for notaries who died in Padang Pariaman Regency, 

and efforts to overcome them. In this writing, empirical juridical research (sociolegal research) 

is used. The Juridical Approach is used to analyze various laws and regulations related to the 

problems above, while the Empirical Approach is used to analyze law by looking at a legal 

reality in society. The implementation of the submission of the notary protocol begins with 

notification of a notary who has died by the heir to the Padang Pariaman Regency MPD, and 

then the MPD appoints a notary receiving the protocol to then be forwarded to the Minister of 

Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to issue a ministerial decision as the basis 

for the legality of the protocol holder. In practice, many obstacles were found in terms of 

submitting protocols for those who died. 
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